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ABSTRAK 
 

Anggun Maya Sari, (2022) : Skripsi ini berjudul “ Pelaksanaan Tugas Dinas 

Lingkungan Hidup dan Kebersihan Indragiri 

Hilir Dalam Menanggulangi Limbah Cair Tahu 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 

2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan 

Lingkungan Hidup” 

 

Penulisan skripsi ini dilatarbelakangi oleh adanya pembuangan limbah cair 

tahu di lingkungan hidup atau disekitar bantaran sungai, limbah cair tahu yang 

dibuang ke sungai mengakibatkan dampak buruk bagi lingkunganatau bisa disebut 

menimbulkan bahan berbahaya dan beracun (B3), karena apabila masyarakat 

sekitar pabrik tahu terebut menggunakan air sungai yang sudah tercemar air 

limbah itu akan menimbulkan penyakit seperti diare, sesak nafas dan batuk batuk. 

Tidak hanya itu masyarakat yang bergantuk hidupnya sebagai nelaian hasil 

tangkapannyapun semakin hari semakin berkurang akibat dari limbah cair tahu 

yang dibuang sembarangan ke lingkungan hidup atau sungai sekitar industri tahu 

tersebut. Patut dipertanyakan bagaimana pelaksanaan tugas dinas lingkungan 

hidup dan kebersihan dalam menanggulangi limbah cair tahu ini, apakah sudah 

ada penanggulangan dari dinas lingkungan hidup dan kebersihan dan apakah 

sudah ada di terbitkannya izin lingkungannya. 

Penelitian ini termasuk jenis penelitian Hukum sosiologis, menggunakan 

pendekatan yuridis empiris dengan menggunakan sumber data bahan hukum 

primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. 

 Hasil dari penelitian ini adalah pelaksaaan mengenai tugas dinas 

lingkungan hidup dan kebersihan kabupaten Indragiri hilir dalam menanggulangi 

limbah cair tahu berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang 

perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup berlum berjalan secara efektif, 

masih ada kendala kendala yang di hadapi oleh dinas lingkungan hidup dan 

kebersihan, seperti jarak tempuh yang jauh, kurangnya finansial, kurangnya 

tenaga akhli, dan juga walupun sudah diberikan izin lingkungan tetapi ketika tidak 

diawasi pabrik tahu atau usaha tahu tersebut tetap membuang limvah cair tahunya 

kesungai. 

 

Kata Kunci: Pelaksanaan, Tugas, limbah 
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BAB I  

PENDAHULUAN 
 

A. Latar Belakang 

Industri adalah semua perusahaan atau usaha yang melakukan kegiatan 

merubah bahan dasar atau barang yang kurang nilainya menjadi barang yang 

lebih tinggi nilainya.Termasukkedalam sektor ini adalah perusahaan yang 

melakukan kegiatan jasa industri dan perakitan (assembling) dari suatu 

industri.  

Kegiatan industri tahu di Indonesia didominasi oleh usaha-usaha skala 

kecil dengan modal yang terbatas. Dari segi lokasi, usaha ini juga sangat 

tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Sumber daya manusia yang terlibat 

pada umumnya bertaraf pendidikan yang relatif rendah, serta belum banyak 

yang melakukan pengolahan limbah.  

Dalam penelitian ini membahas tentang industri tahu rindi yang 

bergerak di bidang pangan tahu, dalam proses pembuatan tahunya itu 

menghasilkan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3), baik limbah padat 

maupun limbah cair. Limbah padat yang di hasilkan dari parik tahu ini 

dihasilkan dari proses penyaringan dan penggumpalan, limbah ini kebanyakan 

oleh pengrajin dijual dan diolah menjadi tempe gembus, kerupuk ampas tahu, 

pakan ternak, dan diolah menjadi tepung ampas tahu yang akan dijadikan 

bahan dasar pembuatan roti kering dan cake.  

Sedangkan limbah cairnya dihasilkan dari proses pencucian, 

perebusan, pengepresan dan pencetakan tahu, oleh karena itu limbah cair yang 
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dihasilkan sangat tinggi. Limbah cair tahu dengan karakteristik mengandung 

bahan organik tinggi dan kadar BOD, COD yang cukup tinggi pula, jika 

langsung dibuang ke badan air, jelas sekali akan menurunkan daya dukung 

lingkungan. Sehingga industri tahu memerlukan suatu pengolahan limbah 

yang bertujuan untuk mengurangi resiko beban pencemaran yang ada.  

Limbah cair tahu ini sudah termasuk dalam limbah bahan berbahaya 

dan beracun (B3), Yang dimaksudkan dengan limbah B3 berdasarkan 

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 101 tahun 2014 adalah sisa suatu usaha 

dan/atau kegiatan yang mengandung bahan berbahaya dan beracun. 

Limbah B3 adalah limbah atau bahan yang berbahaya, karena 

jumlahnya, konsentrasi atau sifat-sifat fisika, kimia dapat menyebabkan atau 

secara signifikan dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan penyakit, 

kematian dan berbahaya bagi kesehatan manusia atau lingkungan jika tidak 

benar-benar diolah atau dikelola, disimpan, dibawa, atau dibuang. 

Pada Pasal 59 menyebutkan bahwasanya: 

1. Setiap orang yang menghasilkan limbah B 3 wajib melakukan pengolaan 

limbah B 3 yang dihasilkan. 

2. Dalam hal B 3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) telah 

kadaluarsa, pengelolaan mengikuti ketentuan pengelolaan limbah B3. 

3. Dalam hal setiap orang tidak mampu melakukan sendiri pengelolaan 

limbah B 3, pengelolaan diserahkan kepada pihak lain. 

4. Pengelolaan limbah B 3 wajib mendapatkan, izin dari menteri, gubernur 

atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya. 
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5. Meneri, gubernur atau bupati/walikotawajib mencantumkan persyarakan 

lingkungan hidup yang harus dipenuhi dan kewajiban yang harus dipatuhi 

pengelolaan limbah B 3 dalam izin. 

6. Keputusan pemberian izin wajib di umumkan. 

7. Ketentuan lebih lanjut mengenai B 3 diatur dalam peraturan pemerintah. 

Limbah cair yang dihasilkan Usaha tahu yang dibuang kealiran sungai 

di sekitar tempat usaha tahu merupakan pencemaran lingkungan hidup. 

Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk 

hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh 

kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang 

telah ditetapkan”.Sungai merupakan sumber air permukaan yang memberikan 

manfaat kepada kehidupan manusia, hewan dan tumbuhan yang hidup 

disekitarnya.  

Akibat pembuangan limbah tahu kesungai dari pabrik tahu 

menyebabkan terganggunya ekosistem yang ada di sungai. karena pada air 

sungai itu mengalami perubahan warna, berbusa dan juga menimbulkan bau 

yang tidak sedap. Terciumnya bau hasil proses pembuatan tahu menunjukkan 

sistem pengolahan limbah yang kurang sempurna. Oleh karena itu diperlukan 

evaluasi terhadap pabrik tahu yang digunakan sehingga baik untuk 

lingkungan
1
. 

Air adalah unsur yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia, 

yakni demi peradaban manusia. Bahkan dapat dipastikan, tanpa 

                                                             
1
Syahrul Macmud, Penegakan Hukum lingkungan Indonesia, (Bandung: Graha Ilmu, 

2012),h.163. 



4 

 
 

pengembangan sumber daya air secara konsisten peradaban manusia tidak 

akan mencapai tingkat yang dinikmati sampai saat ini, oleh karena itu 

pengembangan dan pengelolaan sumber daya air merupakan dasar peradaban 

manusia. Bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi 

setiap warga negara Indonesia yang telah di amanatkan dalam Pasal 28 H 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan 

bahwa:  

1. Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal 

dan mendapalkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak 

memperoleh pelayanan kesehatan.
2
 

 

Air yang merupakan sumber daya alam yang di perlukan banyak orang 

perlu di pelihara untuk melindungi kualitas air agar air tetap bersih, 

bermanfaat bagi kehidupan manusia dan ekosistem yang hidup di perairan 

baik di masa kini maupun di masa yang akan datang, karena itu untuk menjaga 

kualitas air agar dapat bermanfaat secara berkelanjutan dengan tingkat mutu 

yang di inginkan, maka perlu pengendalian pencemaran air bagi kehidupan 

manusia dan untuk mendapatkan lingkungan hidup yang bersih.
3
 

Setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian lingkungan hidup 

serta mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. dan 

kewajiban kita untuk menjaga dengan baik karunia yang tak ternilai harganya 

                                                             
2
Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Lembar 

Negara, Naskah sesuai Lembaran Negara Republik Indonesia, No.75,1959, Tentang hak hak 

warganegara. 
3
 R.M Gatot P. Soemartono, Hukum Lingkungan Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 

1998), h. 128. 
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dari Tuhan berupa alam dan keanekaragaman hayatinya, jadi kita harus 

menjaga kelestarian alam ini, menjaga baku mutu air limbah.
4
 

Permasalahan pelestarian dan pengelolaan lingkungan hidup ini penting 

untuk diteliti,karena lingkungan hidup yang baik dan sehat, oleh karena itu 

pengelolaan lingkungan hidup harus penuh dengan kesadaran serta tanggung 

jawab pemerintah, warga masyarakat dan pengusaha dalam menaati aturan-

aturan yang tertulis maupun tidak tertulis. 

Salah satu industri yang perlu dicermati adalah komoditas tahu. Kegiatan 

usaha ini diminati masyarakat karena di samping proses produksinya relatif 

mudah dikuasai, dan harganya terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat. 

Namun tradisi pembuatan tahu dan perkembangan teknologinya bergerak 

relatif sangat lamban sehingga berpotensi mencemari lingkungan melalui 

pembuangan limbah cairnya apabila tidak dikelola dengan baik. 

Limbah cair tersebut tidak saja mengganggu kehidupan biota di perairan 

sungai baik hayati maupun non hayati yang menghambat ekosistem yang ada 

di sungai. kegiatan industri produksi tahu banyak yang berada di sekitar 

lingkungan pemukiman yang padat penduduk sehingga berpeluang terjadinya 

pencemaran paling rendah yang sering dikeluhkan oleh masyarakat adalah 

aroma limbah yang berbau.  

Dalam kondisi ini perlu peran masyarakat diperlukan dalam 

pengawasannya terhadap perilaku pengusaha tahu yang dapat mengakibatkan 

menurunnya kualitas lingkungan. Penyelenggaraan izin lingkungan 

                                                             
4
 Asmadi, dasar dasar teknologi pengelolahan air limbah, (Yogyakarta: Gosyen 

Publishing, 2012), h. 1-2. 
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merupakan upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup. Pengelolaan sumber 

daya lingkungan hidup memperhitungkan kemampuan daya tampung dan daya 

dukung lingkungan hidup itu sendiri.
5
 

Namun disisilain, penyelenggaraan izin lingkungan justru dianggap 

mempersulit aktivitas investasi di Indonesia. izin lingkungan merupakan 

hambatan bagi pengusaha untuk melakukan aktivitas. Sementara bagi 

beberapa instansi pemerintah, izin lingkungan dianggap penyelenggaraan 

kewenangan untuk mendapatkan pemasukan pendapatan bagi keuangan 

negara, sehingga pemberlakuan undang-undang Perlindangan Pengelolaan 

Lingkungan Hidup memunculkan perselisihan antarlembaga di pemerintahan. 

Pelaksanaan izin itu sendiri mencakup bidang-bidang seperti kehutanan, 

perkebunan, pertambangan atau energi dan sumber daya mineral, minyak dan 

gas bumi, panas bumi serta mineral dan batu bara. 
6
 

Di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Pasal 63 Ayat (3) 

huruf o, Tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pemerintah 

kabupaten/kota bertugas dan berwenang: 

Menerbitkan Izin Lingkungan Pada Tingkat Kabupaten/Kota.
7
Dalam hal 

ini mempunyai arti,  Pemerintah Daerah itu mempunyai tugas dan 

wewenangnya terhadap pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan 

lingkungan hidup tersebut, dalam hal ini dilakukan oleh Dinas Lingkungan 

Hidup.Sudah seharusnya Pemerintah Daerah itu harus menerbitkan Izin 

                                                             
5
 Helmi, Hukum Perizinan Lingkungan Hidup, (Jakarta: Sinar Grafika,2013),h. 117. 

6
 R.T.M Sutamirardja, Kualitas dan Pencemaran Lingkungan, (Bogor: Institut Pertanian 

1997),h. 3. 
7
Indonesia,Undang undang  No 32 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5059, tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan. 
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Iigkungan Pada tingkat Kabupaten/Kota. Dari izin lingkungan ini lah yang 

menjadi panduan dari Pemerintah Daerah untuk mengendalikan pencemaran 

dan/atau kerusakan lingkungan hidup.  

Dinas Lingkungan Hidup ini mempunyai tugas membantu bupati 

melaksanakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup yang menjadi 

kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepala daerah. 

Dalam Dinas Lingkungan Hidup Ada bidang Pengendalian Pencemaran 

Lingkungan, bidang ini memiliki tugas menyelenggarakan pekerjaan dan 

kegiatan koordinasi dan pelaksanaan dalam perencanaan, pengendalian, 

pembinaan, pemantuan, dan pengawasan kebijakan program dan kegiatan 

pencegahan dan penaggulangan pencemaran lingkungan akibat perbuatan 

manusia maupun alam serta tugas tugas lain yang diberikan oleh kepala 

badan.
8
 

Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan yang ada di Kabupaten 

Indragiri Hilir menyelenggarakan fungsi sebagai berikut: 

1. Perumusan kebijakan dibidang Lingkungan Hidup dan Kebersihan 

2. Pelaksanaan kebijakan dibidang Lingkungan Hidup dan Kebersihan 

3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang Lingkungan Hidup dan 

Kebersihan 

4. Pelaksanaan adminitrasi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan 

                                                             
8
Probolinggo“Tugas Pokok dan Fungsi”artikel dari 

http://dlh.probolinggokab.go.id/Tugas-pokok-dan-fungsi, diakses pada 30 september 2021. 
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5. Pembinaan terhadap UPT dan kelompok jabatan Fungsional Dinas 

Lingkungan Hidup dan Kebersihan
9
 

Fenomena yang ditemui dilapangan berlokasi di Parit dua belas Desa air 

tawar Kecamatan kateman Kabupaten Indragiri Hilir berdirinya pabrik tahu 

bernama pabrik tahu rindi, pabrik tahu rindi ini berdiri sejak tahun 2015 

hingga sekarang yang memiliki karyawan berjumlah 10 orang. Dalam 

kegiatan industri tahu ini menghasilkan limbah, baik limbah padat maupun 

limbah cair, limbah cair yang di hasilkan dari kegiatan industri tahu ini 

langsung di buang kesungai tampa adanya pengolaan air limbah tahu tersebut 

terlebih dahulu. 

Akibat yang ditimbulkan dalam proses pembuangan limbah tahu ini yang 

tidak memiliki pengelolaan limbah yang baik, hasil limbah cairnya langsung 

dibuang kebantaran sungai sehingga menimbulkan penurunan dan 

kemerosotan kualitas air sungai, apabila air tersebut dikonsumsi dapat 

menimbulkan gangguan terhadap kesehatan karena menciptakan media untuk 

tumbuhnya kuman penyakit atau kuman lainnya yang merugikan baik pada 

produk tahu sendiri ataupun tubuh manusia dan masyarakat yang bertempat 

tinggal di sekitar pabrik tahu tersebut mencium bau yang tidak sedap sehingga 

menimbulkan sesak nafas. 

Tidak hanya itu Akibat dari pembuangan air limbah tahu ini ikan yang 

ada di sugai dekat pembuangan limbah tersebut punah hal ini mengakibatkan 

                                                             
9
Muhsin.Implementasi Kewenangan Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan (DLHK) 

Dalam MelakukanPengawasan Terhadap Limbah Domestik Berdasarkan Peraturan Daerah 
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masyarakat yang pekerjaan nya sebagai nelayan hasil tangkapannya 

berkurang. Pemerintah selaku penegak hukum perlu mengawasi pengusaha 

tahu yang telah lalai dalam menjaga pelestarian fungsi lingkungan hidup.
10

  

Berdasarkan latar belakang diatas, maka akan dilakukan penelitian 

skripsi yang berjudul “PELAKSANAAN TUGAS DINAS LINGKUNGAN 

HIDUP DAN KEBERSIHAN INDRAGIRI HILIR DALAM 

MENANGGULANGI LIMBAH CAIR TAHU BERDASARKAN 

UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG 

PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP” 

dengan harapan menemukan hasil dari penelitian tersebut. 

 

B. Batasan Masalah 

Untuk memberikan arahan yang jelas dalam tulisan ini, maka penulis 

membatasi pembahasan penelitian ini yang berada di Dinas lingkungan hidup 

dan Kebersihan “Pelaksanaan tugas Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan 

Kabupaten Indragiri Hilir dalam menanggulangi limbah cair tahu berdasarkan 

Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan 

lingkungan hidup” dimana penulis berfokus kepada bagaimana pelaksaan dari 

tugas dinas lingkungan hidup dan kebersihan dalam menanggulangi lambah 

cair tahu ini pakah sudah berjalan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 

tahun 2009 tentang perlindungan dan penggelolaan lingkungan hidup, karena 

limbah cair tahu ini langsung di buang kesungai sehingga mengakibatkan 

kerusakan lingkungan. 
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C. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana Pelaksanaan tugas Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan 

dalam menanggulangi limbah cair tahu Berdasarkan Undang Undang 

Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan 

hidup? 

2. Apa hambatan yang dihadapi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan 

dalam menanggulangi limbah cair tahu rindi parit dua belas Desa Air Tawar 

Kecamatan Kateman Kabupaten Indragiri Hilir? 

 

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

a. Untuk mengetahui tentang Pelaksanaan tugas Dinas Lingkungan Hidup 

dan Kebersihan dalam menanggulangi limbah cair tahu Berdasarkan 

Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan 

pengelolaan lingkungan hidup. 

b. Untuk mengetahuai tentang hambatan yang dihadapi Dinas Lingkungan 

Hidup dan Kebersihan dalam menanggulangi limbah cair tahu di pabrik 

tahu rindi parit dua belas Desa air tawar Kecamatan Karteman Kabupaten 

Indragiri Hilir. 

2. Manfaat Penelitian 

a. Manfaat Teoritis 

1) Sebagai salah satu tugas untuk melengkapi syarat-syarat dan 

memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) Pada Fakultas Syariah dan 

Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 
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2) Sebagai sumbangan pemikiran bagi Fakultas Syariah dan Hukum 

Universitas Sultan Syarif Kasim Riau dalam menambahkan referensi 

Hukum Tata Negara. 

b. Manfaat Praktis 

1) Untuk meengaplikasikan ilmu yang diperoleh penulis selama 

dibangku perkuliahan dengan realita yang ada dilpangan. 

2) Dengan adanya hasil penelitian ini penulis berharap dapat membantu 

para pihak yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan nantinya.



 

12 

BAB II  

KAJIAN PUSTAKA 

 

A. Pengertian Hukum Lingkungan 

Hukum lingkungan dalam literatur berbahasa Inggris disebut dengan 

Enviromental Law, di Belanda disebut dengan Millieu Recht, di Perancis 

disebut dengan Droit de Environment, dan Malaysia dengan bahasa melayu 

memberi nama hukum alam sekitar.
11

 

Lingkungan Hidup menurut beberapa akhli: 

1. Jur Andi Hamzah, hukum lingkungan adalah masalah lingkungan berkaitan 

pula dengan gejala sosial, seperti pertambahan penduduk, migrasi, dan 

tingkah laku sosial dalam memproduksi, mengkonsumsi dan rekreasi, jadi 

permasalahannya tidak semata-mata menyangkut ilmu alam, tetapi juga 

berkaitan dengan gejala sosial.
12

 

2. Munadjat Danusaputro memberikan pengertian hukum lingkungan secara 

sederhana, yaitu hukum yang mengatur tata lingkungan (hidup), selanjutnya 

dibedakan antara hukum lingkungan klasik yang berorientasi kepada 

lingkungan (environment oriental law),lingkungan modern yang berorientasi 

pada penggunaan lingkungan (use oriented law). 

Mendasarkan pada penjelasan di atas, maka yang dimaksud dengan 

hukum lingkungan adalah: Hukum yang mengatur tentang tata ruang dan 

peruntukan ruang bagi ekosistem yang diharapkan mampu mendukung 

berkesinambunganya ekosistem yang saling membutuhkan dalam rangka 
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12
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menjaga keajegan keseimbangan antar ekosistem, menjaga keserasian 

kehidupan, tata lingkungan didalamnya juga mengatur tentang tata guna ruang 

yang bertujuan untuk tetap mengendalikan kerusakan lingkungan yang tidak 

diharapkan. 

Hukum lingkungan merupakan sebuah cabang dalam disiplin ilmu 

hukum yang berkaitan dengan pengaturan hukum terhadap perilaku atau 

kegiatan-kegiatan subyek hukum dalam pemanfaatan dan perlindungan sumber 

daya alam dan lingkungan hidup serta perlindungan manusia dari dampak 

negatif yang timbul akibat pemanfaatan sumberdaya alam, dengan demikian 

hukum lingkungan tidak senantiasa berkaitan dengan pengaturan perlindungan 

lingkungan hidup dalam arti pelestarian lingkungan, tetap juga berkaitan 

dengan pengaturan perlindungan lingkungan hidup dalam arti pelestarian 

lingkungan, tetapi juga berkaitan dengan pengaturan pemanfaatan atau 

penggunaan sumber daya alam seperti air, tanah, laut, hutan, bahan tambang.  

Subtansi hukum lingkungan merupakan sejumlah ketentuan-ketentuan 

hukum tentang dan berkaitan dengan upaya-upaya mencegah dan mengatasi 

masalah-masalah lingkungan hidup. tentang pembinaan dalam hukum 

lingkungan hidup.
13

 

Menurut Koesnadi Hardjasoemantri, ruang lingkup hukum lingkungan di 

indonesia dapat meliputi aspek-aspek diantaranya sebagai berikut: 

1. Hukum Tata lingkungan. 

2. Hukum Perlindungan Lingkungan. 
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3. Hukum Kesehatan Lingkungan\Hukum Pencemaran Lingkungan (misalnya 

pencemaran oleh industri, dan sebagainya). 

4. Hukum Sengketa Lingkungan (misalnya penyelesaian masalah ganti 

kerugian, dan sebagainya).  

Aspek-aspek di atas, masih dapat di tambah dengan aspek-aspek lainya, 

sesuai dengan kebutuhan perkembangan pengelolaan lingkungan hidup di masa 

yang akan datang.
14

 

Kerusakan lingkungan itu dapat dibagi dua yaitu dari perbuatan manusia 

dan bencana alam. Dalam kerusakan lingkungan ada lima faktor yang 

melatarbelakangi terjadinya kerusakan lingkungan, yaitu  teknologi, 

pencemaran air, pencemaran tanah, dan pertumbuhan penduduk. Dibidang 

teknologi berasal dari bidang ilmu pengetahuan Alam misalnya kimia dan 

fisika, hal ini telah mendorong perubahan besar dibidang teknologi, dan juga 

mengakibatkan pencemaran lingkungan seperti pencemaran air, pencemaran 

tanah dan pencemaran udara. Pencemaran air itu diakibatkan dari pembungan 

limbah rumah tangga, limbah pabrik, limbah usaha UMKM, akibatnya terjadi 

perubahan dari air tersebut seperti perubahan warna, menimbulkan bau tak 

sedap/busuk dan lebih lagi air ini sudah tidak layak untuk dipakai dalam 

keperluan sehari hari.
15

 

Kualitas tanah dapat berkurang akibat proses erosi yang mengalir 

sehingga membuat kesuburan tanah tersebut berkurang. Pwencemaran udara 

itu terjadi dari asap kendaraan, debu atau bisa juga dari abu vuklkanik yang 
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dapat menyebabkan batuk, sesak nafas. Pertumbuhan penduduk contohnya 

seperti terjadi kerusakan pada kawasan yang semula subur menjadi gersak itu 

disebabkan oleh sistem irigasi yang gagal dan pembukaan lahan yang terus 

menerus akibat pertambahan penduk sehingga semakin luas lahan pertanian 

berdasarkan sistem irigasi. Di dalam motif ekonomi seperti manusia berlomba 

lomba dalam memiliki lahan dan menjadi mengeksploitasi lahan secara besar 

besaran. 

Kerusakan lingkungan yang di akibatkan dari bencana alam seperti 

gunung meletus, tsunami. Gempa bumi, hal ini dapat merusak lingkungan yang 

tidak dapat di cegah. Hal ini dapat mempengaruhi pembangunan kedepanya, 

karena pembangunan yang sudah dirancang menjadi hancur dan butuh lama 

untuk memperbaikinya.
16

 

Pencemaran lingkungan (environmental pollution) adalah 

terkontaminasinya komponen fisik dan biologis dari sistem bumi dan atmosfer 

sehingga mengganggu keseimbangan ekosistem lingkungan. 

Kontaminasi tersebut bisa berasal dari kegiatan manusia ataupun proses alam, 

yang menyebabkan kualitas lingkungan menjadi tidak dapat berfungsi sesuai 

dengan seharusnya. 

Sementara, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang 

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup memberi penjelasan bahwa 

pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk 

hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh 
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kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah 

ditetapkan. 

Zat pencemar dikenal juga dengan istilah limbah (sampah). Limbah 

merupakan bahan buangan yang dihasilkan dari suatu proses produksi, seperti 

kegiatan rumah tangga yang kehadirannya dapat berdampak negatif bagi 

lingkungan..Berdasarkan sifatnya limbah dapat digolongkan menjadi limbah 

cair, limbah padat, limbah daur ulang, limbah organik, dan limbah bahan 

berbahaya beracun (B3).
17

 

Pencemaran dapat dibedakan menjadi tiga diantaranya sebagai berikut: 

1. Pencemaran Udara 

Udara merupakan salah satu elemen penting dalam kehidupan makhluk 

hidup. Karena udara sangat dibutuhkan untuk bernapas dan hendaknya 

memiliki kualitas udara yang baik. Udara yang berkualitas baik adalah udara 

yang belum mengalami pencemaran. Cirinya, tidak berbau, terasa segar dan 

ringan saat dihirup.  

Dampaknya membuat kualitas dan fungsi udara  menurun. Standar 

pencemaran udara dapat ditentukan berdasarkan lima zat pencemar utama 

yaitu karbon monoksida (CO), sulfur dioksida (SO2), nitrogen dioksida 

(NO2), Ozon (O3), dan partikel debu.  

Sumber pencemaran udara Dilansir Encyclopaedia Britannica (2015), 

pencemaran udara bisa dari berbagai hal, seperti industri, atau transportasi. 

Selain itu disebabkan juga oleh faktor alam, seperti kebakaran hutan atau 
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gunung meletus yang menyebabkan polusi udara. Ditambah semakin 

sempitnya lahan hijau khususnya di perkotaan. Tidaknya pepohan yang 

berfungsi untuk menyimpan oksigen. 

Akibat udara yang tercemar berdampak bagi keberlangsungan hidup 

ekosistem. Dampaknya bisa berskala mikro dan makro. Pada skala mikro 

berdampak pada kesehatan. Seperti tubuh kekurangan oksigen, menjadi 

lemas. Jika berlangsung lama dapat menyebabkan kematian. Dampak skala 

makro, seperti terjadinya fenomena hujan asam, efek rumah kaca, dan 

penipisan lapisan ozon. 

Untuk pencegahan dan penanggulangan bisa melakukan reboisasi buat 

mengurangi kadar karbondioksida di udara. Membuat jalur hijau berupa 

penanaman pohon di kota-kota sebagai paru-paru terutama di perkotaan. 

Lokasi pabrik sebaiknya jauh dari permukiman penduduk. Bahkan pabrik 

harus membuat cerobong asap yang tinggi agar limbah yang keluar tidak 

bau. 

2. Pencemaran air 

Pencemaran air merupakan peristiwa masuknya zat atau komponen lain 

ke dalam perairan. Dampaknya membuat air tercemar dan kualitas air 

menurun. Padahal air khususnya air bersih memegang peranan penting 

dalam kehidupan makhluk hidup. Air yang tercemar tidak bisa 

dimanfaatkan dan menyebabkan penyakit. 

Pencemaran air bisa terjadi dari limbah industri, limbah rumah tangga, 

limbah pertanian. Limbah industri sangat potensial sebagai penyebab 
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terjadinya pencemaran air. Karena limbah cairnya langsung dibuang tanpa 

diolah terlebih dahulu. Padahal limbahnya mengandung bahan berbahaya 

dan beracun. 

Pada limbah rumah tangga bisa berupa detergen, sampah, dan kotoran 

manusia. Jumlah penduduk yang semakin meningkat membuat limbah yang 

dihasilkan semakin tinggi juga. Kegiatan pertanian juga bisa menimbulkan 

pencemaran air terutama karena pengunaan pupuk buatan, pestisida, dan 

herbisida. Dampak pencemaran air Air tercemar limbah akan berdampak 

tidak bisa dimanfaatkan. Karena limbah yang terkandung dalam air dapat 

membusuk dan muncul rasa dan bau tidak sedap. Proses pembusukan 

limbah oleh pengurai membutuhkan banyak oksigen. Dampaknya kadar 

oksigen dalam air yang diperlukan oleh makhluk hidup lainnya berkurang. 

Pencegahan Untuk pencegahan agar kualitas air tetap baik, pengelola 

industri wajib membuat unit pengelolaan limbah (UPL), menggunakan 

pupuk buatan dan pestisida sesuai dengan dosis yang dianjurkan. Kemudian 

tidak membuang sampah ke sungai. 

3. Pencemaran tanah  

Pencemaran tanah pada umumnya disebabkan oleh zat-zat kimia yang 

dibuang secara langsung. Pencemaran bisa juga oleh sampah anorganik 

yang tidak bisa terurai. Pencemaran yang masuk ke dalam tanah kemudian 

terendap sebagai zat kimia beracun di tanah. Itu akan berdampak langsung 

kepada manusia ketika bersentuhan. 
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Sumber pencemaran Penyebab pencemaran tanah bisa dari berbagai hal, 

seperti limbah keluarga, atau kegiatan pertanian. Limbah keluarga berupa 

senyawa anorganik yang tidak bisa terurai oleh mikroorganisme. Sementara 

limbah pertanian dari penggunaan pupuk buatan, zat pemberantasan hama 

dan pemberantasan tumbuhan penganggu. 

Pencemaran tanah bisa berdampak pada kesehatan manusia. Karena 

tanah yang tercemar akan mengandung bakteri penyebab penyakit. 

Pencemaran tanah juga bisa berdampak terhadap ekosistem. Penggunaan 

yang berlebihan bisa menjadi asam yang selanjutnya berpengaruh pada 

produktivitas tanaman. 

Untuk pencegahan bisa melakukan daur ulang sampah yang tidak bisa 

diurai. Jadi tidak dibuang melainkan dimanfaatkan. Memisahkan sampah 

plastik dengan non plastik. Sampah plastik bisa ditimbun tidak dibuang 

sembarangan. Bisa juga dengan cara remediasi. Remediasi adalah kegiatan 

membersihkan permukaan tanah yang tercemar. Itu bertujuan untuk 

menghindari risiko yang diakibatkan dari terkontaminasi logam baik yang 

berasal dari alam ataupun akibat dari aktivitas manusia.
18

 

Didalam Hukum lingkungan ada yang namanya Asas-Asas Hukum 

lingkungan, Secara ekspilistasas dasar terkait dengan pengelolaan lingkungan 

hidup dan sumber daya alam, termuat dalam UUPPLH, yang menyebutkan 

bahwa. 
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Pengelolaan Lingkungan Hidup ysang diselenggarakan dengan asas 

tanggungjawab negara, asas kelestarian dan keberlanjutan, asas 

keserasian dan keseimbangan, keterpaduan, manfaat, kehati-hatian, 

keadilan, ekoregion, keanekaragaman hayati, pencemar membayar, 

partisipatif, kearifan lokal, tata kelola pemerintahan yang baik dan 

otonomi daerah. Bertujuan untuk mewujudkan pembangunan 

berkelanjutan dan mencapai keserasian, keselarasan dan keseimbangan 

Lingklungan hidup.  

 

Apabila telah secara seksama terdapat ketentuan tersebut, maka dapat 

dipastikan bahwa didalamnya mengandung 3 (tiga) asas atau unsur utama 

dalam kontek pengelolaan lingkungan hidup. ketiga asas tersebut adalah, asas 

tanggungjawab negara, asas berkelanjutan, dan asas manfaat bertujuan untuk 

mewujudkan pembangunan berkelanjutan.  

Asas tanggungjawab negara adalah perwujdan dari prinsip Negara 

sebagai sebuah organisasi (politik), yang didalamnya mengandung sebuah 

pengertian bahwa Negara berkewajiban melindungi warga Negara atau 

penduduknya, teritorial dan semua kekayaan alam serta harta benda dari 

Negara dan kedudukanya. 

Asas berkelanjutan, mengandung makna bahwa setiap orang memikul 

kewajiban dan tanggungjawab terhadap generasi mendatang, serta terhadap 

sesamanya dalam satu generasi. Asas berkelanjutan
19

 diadopsi dari prisnip 

ekologi pembangunan berkelanjutan yang di hasilkan dari konfensi tingkat 

tinggi rio de janiero, Brazil pada tahun 1992 Asas berkelanjutan lazim disebut 

sebagai sitilah “environmental sustainable development”. 
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Sedangkan yang dimaksud dengan asas manfaat adalah merupakan suatu 

pengejawantahan terjhadap terwujudnya pembangunan berkelanjutan yang 

berwawasan lingkungan hidup. pembangunan yang berwawasan lingkungan 

hidup. pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup dapat 

disimak dalam ketentuan umum UUPPLH, tepatnya pada ketentuan Pasal 1 

ayat (3) yang mengatakan sebagai upaya sadar dan terencana, yang 

memadukan lingkungan hidup, sosial dan ekoomi dalam strategi pembangunan 

untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, 

kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.
20

 

 

B. Kewenangan, Dasar Hukum Tugas Dinas Lingkungan Hidup, dan Tugas 

Dinas Lingkungan Hidup 

1. Kewenangan 

Dalam Kamus Bahasa Indonesia (KBBI) adalah lekuasaan 

membuat keputusan memerintahkan dan melimpahkan tanggungjawab 

kepada orang lain.Kata kewenangan berasal dari kata dasar yang diartikan 

sebagai hal berwenang, kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan 

formal, kekuasaan berasal dari kekuasaan legislate (diberi oleh undang-

undang) atau dari kekuasaan eksekutif adminitrative. Kewenangan yang 

biasanya terdiri dari beberapa wewenang adalah kekuasaan terhadap 

segolongan orang tertentu atau kekuasaan terhadap suatu bidang 

pemerintah.
21
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Kewenangan adalah kekuasaan yang diformalkan, baik terhadap 

segolongan orang tertentu maupun kekuasaan terhadap suatu bidang 

pemerintahan tertentu secara bulat, yang berasal dari kekuasaan legislatif, 

maupun kekuasaan pemerintahan.
22

 

Wewenang dapat diperoleh melalui beberapa cara atau metode, 

dalam hal ini dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) macam sumber 

kewenangan diantaranya sebagai berikut:
23

 

a. Sumber Atribusi yaitu wewenang asli karena diperoleh atau 

bersumber dari peraturan perundang-undangan kepala badan/organ 

negara. Pemberian kewenanganpada badan atau lembaga/pejabat 

Negara tertentu baik oleh pembentuk Undang-undang Dasar maupun 

pembentukan Undang-Undang. Sebagai contoh: Atribusi kekuasaan 

Presiden dan DPR untuk mebentuk Undang-undang. 

b. Sumber Delegasi yaitu pelimpahan suatu wewenang oleh badan 

pemerintah yang memperoleh wewenang atributif kepala badan 

pemerintahan lainnya. Sebagai contoh: Pelaksanaan persetujuan 

DPRD tentang persetujuan calon Wakil Kepala Derah. 

c. Sumber Mandat yaitu wewenang yang diperoleh dengan cara 

pelimpahan wewenang dari organ negara kepada organ negara 

lainnya. Pelimpahan kewenangan dan tanggung jawab masih dipegang 

oleh sipemberi mandat, Penerima mandat hanya menjalankan 
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wewenang pemberi mandat, sehingga tidak dapat bertindak untuk dan 

atas nama sendiri.  

Sebagai contoh: Tanggug jawab memberi keputusan-keputusan oleh 

menteri dimandatkan kepada bawahannya. 

Berdasarkan tiga sumber kewenangan tersebut, atribusi merupakan 

sumber yang lazim digariskan melalui pembagian kekuasaan oleh Undang-

Undang Dasar, berbeda dari delegasi dan mandat merupakan kewenangan 

delegasi berasal dari satu orang pemerintah kepada organ pemerintahan 

lainnya sesuai peraturan perundang-Undangan dengan tanggung jawab 

beralih kepenerima delegasi, sedangkan prosedur pelimpahan wewenang 

mandat dalam rangka hubungan atasan bawahan yang bersifat rutin 

dengan tanggung jawab tetap pada pemberi mandat. 

Bagir Manan menyatakan dalam Hukum Tata Negara,“Kekuasaan 

menggambarkan hak untuk berbuat atau tidak berbuat. Wewenang 

mengandung arti hak dan kewajiban, Hak berisi kebebasan untuk 

melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu. Kewajiban memuat 

keharusan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu dalam 

hukum adminitrasi negara wewenang pemerintah yang bersumber dari 

peraturan perundang-undangan diperoleh melalui cara-cara yaitu atribusi, 

delegasi mandat”.
24
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2. Dasar Hukum Tugas Dinas Lingkungan Hidup 

Yang menjadi dasar Hukum dari tugas Dinas Lingkungan Hidup 

adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan 

dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Undang-Undang Nomor 32 tahun 

2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup bertujuan 

untuk melindungi NKRI dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan 

hidup. Mewujudkan pembangunan berkelanjutan hingga antisipasi isu 

lingkungan global. 

Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan 

Pengelolaan Lingkungan Hidup mengakui bahwa lingkungan hidup yang 

baik dan sehat adalah hak yang harus diperoleh warga negara. 

Sebagaimana Pasal 28H Undang-Undang Nomor NRI 1945.Undang-

Undang 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan 

Lingkungan Hidup berusaha menjawab tantangan pemanasan global yang 

terus meningkat dan mengakibatkan perubahan iklim yang membuat 

semakin parahnya penurunan kualitas lingkungan hidup dunia. 

Undang-Undang 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan 

Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah jaminan kepastian hukum 

memberikan perlindungan terhadap hak setiap orang untuk mendapatkan 

lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari perlindungan 

terhadap keseluruhan ekosistem. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 

tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup merupakan 
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pembaruan terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang 

Pengelolaan Lingkungan Hidup. 

Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan 

Pengelolaan Lingkungan Hidup disahkan oleh Presiden Doktor Haji 

Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 3 Oktober 2009 di Jakarta. UU 

32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 

diundangkan oleh Menkumham Andi Mattalatta di Jakarta pada tanggal 

03 Oktober 2009. 

Agar setiap orang mengetahuinya. Undang-Undang 32 tahun 

2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 

ditempatkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 

Nomor 140. Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 

tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ditempatkan 

pada Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059.
25

 

Untuk pelaksanaan tugas Dinas Lingkungan Hidup dalam 

Pengelolaan limbah itu di Khususkan di dalam Undang-Undang Nomor 

32 Tahun 2009 Pasal 63 Ayat (3) huruf , Tentang Pemeliharaan dan 

Pengelolaan lingkungan Hidup, Dalam perlindungan dan pengelolaan 

lingkungan hidup, pemerintah Bertugas dan  Berwenang:  
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 Jongloabang, Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan 

Pengelolaan Lingkungan Hidup, artikel darihttps://www.jogloabang.com/pustaka/uu-32-2009-

perlindungan-pengelolaan-lingkungan-hidup , diakses pada tanggal 25 Maret 2022 
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Menerbitkan Izin Lingkungan Pada Tingkat Kabupaten/Kota.
26

 

Berarti Pemerintah Daerah itu mempunyai tugas dan wewenangnya 

terhadap pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup 

tersebut, dalam hal ini dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup. 

3. Tugas Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan  

Secara umum Tugas Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihanini 

mempunyai tugas yaitu membantu Bupati dalam melaksanakan 

kewenangan Pemerintah Daerah dibidang Lingkungan Hidup. Tugas ini 

tentunya wajib dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan hidup. 

Secara khusus Tugas Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan  

sesuai bidang-bidangnya dijelaskan sebagai berikut:
27

 

a. Dinas lingkungan hidup dan kebersihan mempunyai tugas 

melaksanakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan Hidup. 

b. Dinas lingkungan hidup dan kebersihan dalam melaksanakan tugas 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fugsi. 

c. Penyusunan kebijakan teknis urusan pemerintah di bidang lingkungan 

hidup. 

d. Pelaksanaan tugas teknis urusan pemerintah dibidang lingkungan 

hidup. 
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e. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas teknis urusan 

pemerintahan di bidang lingkungan hidup. 

f. Pelaksanaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi urusan 

pemerintahan di bidang lingkungan hidup. 

g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan 

tugas dan fungsinya. 

 

C. Penelitian Terdahulu 

1. Dengan judul skripsi Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Terhadap 

Limbah Pabrik Tahu (Studi di Desa Mojorejo Kecamatan Modor Kabupaten 

Lamongan). Penelitian ini dilakukan oleh Isnaini Umroifun Afifah, dari 

penelitian ini hampir sama dengan penulis yaitu membahas tentang limbah 

tahu. 

Persamaan dengan penelitian terdahulu yaitu sama sama membahas tentang 

limbah tahu yang mengakibatkan pencemaran di lingkungan sekitara. Tetapi 

perbedaannya penelitian terdahulu meneliti limbah padat sekaligus limbah 

cairnya, seangkan penulis hanya terfokus membahas limbah cair tahu saja, 

penelitian terdahulu itu membahas tentang pengawasan Dinas Lingkungan 

Hidup nya sedangkan penulis membahas Pelaksanaan tugas Dinas 

Lingkungan Hidup dan Kebersihan dalam menanggulangi limbah cair. Dan 

penelitan terdahulu meneliti di Lamongan sedaangkan penulis meneliti di 

kabupaten indragiri hilir 

2. Dengan judul skripsi Pengelolaan Limbah Cair Tahu Jawa Berdasarkan 

Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan 
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Pengelolaan Lingkungan Hidup (Studi kasus di usaha dagang tahu jawa 

Kota Tebing Tinggi). Penelitian ini dilakukan oleh Muhammad Reza 

Novindri, Persamaan nya adalah sama sama membahas tentang limbah cair 

tahu, tetapi perbedaanya penelitian terdahulu itu membahas pengelolaan 

limbah cair tahunya dan yang menjadi narasumber lagsung dari tempat 

usaha tersebut, sedangkan penulis yang menjadi narasumber adalah Dinas 

Lingkungan Hidup dan Kebersihan yang mana dalam menanggulangi 

limbah tersebut adalah tugas dan kewajian dari Dinas Lingkungan Hidup 

dan Kebersihan tersebut. Penelitian terdahulu dilakukan di medan 

sedangkan penulis melakukan penelitian di kabupaten indragiri hilir. 

3. Dengan judul jurnal Dampak Pencemaran Limbah Pabrik Tahu Terhadap 

Lingkungan Hidup. Penelitian ini dilakukan oleh Jenssy Adack, 

persamaannya adalah sama sama membahas tentang limbah pabrik tahu 

yang dibuang di Lingkungan Hidup yang mengakibatkan akan rusaknya 

lingkungan sekitar, karena limbah ini memiliki bahan bahan yang sangat 

berbahaya untuk lingkungan hidup, dan cara menanggulangi limbah cair 

tahunya menggunakan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang 

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dan perbedaannya 

adalah yang saya teliti fokus ke limbah cair tahu yang diakibatkan oleh 

pabrik tahu sedangkan penelitian terdahulu pembahas limbah pabrik 

tahunya yang berarti penelitian terdahulu ini membahas kedua limbah 

tersebut yaitu limbah padat dan limbah cair yang dihasilkan oleh pabrik 

tahu. 
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BAB III  

METODE PENELITIAN 

 

 

A. Jenis Penelitian 

Metode penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah penelitian 

yang menggunakan jenis penelitian sosiologis atau empiris, yaitu penelitian 

untuk mengetahui efektifitas Hukum.
28

 Dengan cara surve atau meninjau 

langsung ke lokasi penelitian dengan menggunakan alat pengumpul data yaitu 

wawancara. Dengan maksud dan tujuan untuk menemukan fakta, kemudian 

dilanjutkan dengan menemukan masalah, kemudian menuju kepada identifikasi 

masalah dan pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah. 

 

B. Pendekatan Penelitian 

Dalam penelitan ini menggunakan pendekatan penelitan kualitatif. 

Peneltian kualitatif adalah penelitan yang mengungkapkan situasi sosial 

tertentu dengan mendeskripsikan kenyataan secara benar dibentuk dengan kata 

kata berdasarkan teknik pengumpulan data dan analisis data yang relevan 

diperoleh dari situasi yang alamiah. 

 

C. Subjek dan Objek Penelitan 

Subjek dalam penelitian ini adalah Dinas Lingkungan hidup dan 

Kebersihan, Pelaku usaha Tahu,dan Mayarakat di Parit duabelas Desa Air 

Tawar Kecamatan Kateman Kabupaten Indragirihilir. Sedangkan objek 

penelitian ini adalah Pelaksanaan tugas Dinas Lingkungan Hidup dan 
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Kebersihan Kabupaten Indragiri Hilir dalam menanggulangi limbah cair tahu 

berdasarkan Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan 

pengelolaan lingkungan hidup. 

D. Lokasi Penelitian 

Sesuai dengan judul penelitian, maka penelitian ini berlokasi di Dinas 

Lingkungan Hidup dan Kebersihan yang ada di Indragiri Hilir lebih tepatnya di 

Tembilahan dan juga penelitian ini berlokasi di Pabrik Tahu Rindi yang 

beralamat di Parit Duabelas Kecamatan Kateman Kabupaten Indragiri Hilir, 

Riau. Pengambilan lokasi ini berhubungan dengan penelitian tentang 

pelaksanaan tugas lingkungan hidup dan kebersihan dalam menanggulangi 

limbah cair tahu rindi.  

E. Populasi dan Sampel 

1. Populasi  

Populasi penelitian adalah keseluruhan sampel penelitian atau objek yang 

akan diteliti.
29

 Serta dapat juga berbentuk gejala atau peristiwa yang 

mempunyai ciri-ciri yang sama.
30

 

2. Sampel 

Sampel adalah sebagian yang diambil dari seluruh objek yang diteliti dan 

dianggap mewakili seluruhpopulasi.
31

 Teknik pengambilan sampel dalam 

penelitian ini adalah Purposive Sampling. Purposive Sampling adalah teknik 

pengambilan sampel dengan menentukan kriteria- kriteria tertentuyang 
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 Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, (Jakarta: Raja Grafindo, 2011), h. 
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2011), h. 119 
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diterapkan berdasarkan tujuan penelitian atau permasalahan penelitian. 

Sampel dalam penelitian ini adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup, 

Pimpinan Karyawan, Karyawan Pabrik Tahu, Bidang Lingkungan Hidup, 

Tokoh Masyarakat (RT dan RW), Masyarakat Yang Terkena Dampak 

Limbah.  

Tabel 1.1 

Populasi dan Sampel Penelitian 

No   Responden Populasi Sampel Presentase 

 

1 Kepala Dinas Lingkungan 

Hidup dan Kebersihan 

1 1 100% 

2 Kabid Karyawan 1 1 100% 

3 Karyawan Pabrik Tahu 10 5 50% 

4 Bidang Pengendalian 

Pencemaran Lingkungan 

15 5 33% 

5 Tokoh Masyarakat (RT dan 

RW) 

2 2 100% 

Jumlah 29 14  
Sumber:  Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Indragiri Hilir, dan 

Industri Tahu Rindi) 

 

F. Sumber Data Penelitian 

Adapun sumber data dalam penelitian ini: 

1. Data Primer  

Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya 

sehingga dapat memberikan keterangan secara jelas dan nyata, data primer 

diapat secara langsung yaitu dengan melakukan wawancara. Pada penelitian 

ini data Primer yang didapat penulis yaitu berasal dari responden secara 

langsung dengan menggunakan alat pengumpul data berupa wawancara. 

2. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang sudah diolah terlebih dahulu dan baru 

didapatkan oleh peneliti dari sumber yang lain sebagai tambahan informasi. 
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Beberapa sumber data sekunder adalah buku, jurnal, publikasi pemerintah, 

seta situs atau sumber lain yang mendukung. 

3. Data Tersier 

Data tersier merupakan data penunjang dari kedua data diatas yakni data 

primer dan data sekunder.
32

 Data ini diperoleh melalui kamus, insiklopedia 

dan lain sebagainya yang masih ada keterkaitan dengan masalah yang 

diteliti. 

 

G. Teknik Pengumpulan Data Penelitian 

Dalam penelitian ini Data yang penulis gunakan di penelitian ini adalah: 

1. Wawancara  

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dimana peneliti 

mengadakan pengamatan secara langsung pada sasaran yang diteliti dan 

melakukan pencatatan secara sistematik. Wawancara dapat dipandang 

sebagai metode pengumpulan data dengan tanya jawab yang dilakukan 

secara sistematis dan berdasarkan pada tujuan penelitian. 

2. Observasi 

Yaitu mengumpulkan data melalui pengamatan langsung di tempat 

penelitian. Hasil dari pengumpulan tersebut penelitian digunakan sebagai 

tambahan informasi dalam penelitian. Penelitian ini untuk melihat 

bagaimana Pelaksanaan tugas Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan 

dalam menanggulangi limbah cair tahu berdasarkan Undang Undang Nomor 

32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. 
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3. Studi kepustakaan 

Yaitu penulis mengambil data-data yang bersumber dari buku-buku yang 

berhubungan dengan masalah.
33

 

 

H. Analisis Data 

Dalam penelitian ini alalisis yang dipakai adalah analisis deskriptif. 

Analisis deskriptif adalah analisis yang mengambarkankarakteristik suatu 

fenomena yang menjadi perhatian Khusus dalam penelitian.
34

 Dalam hal ini 

penulis menganalisis mengenai fakta fakta dan data-data dalam Pelaksanaan 

Tugas Dinas Lingkungann Hidup dan Kebersihan Kabupaten Indragiri Hilir 

Dalam Menanggulangi Limbah Cair Tahu Berdasarkan Undang Undang 

Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Pemeliharaan dan Pengelolaan Lingkungan 

Hidup yang akan di hubungakan dengan teori teori dan aturan aturan yang ada, 

sehingga nantinya tercapai kesimpulan akhir. 
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46 

BAB V  

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil kajian pustaka, data-data yang telah penulis jelaskan 

pada bab sebelumnya maka dapat disimpulkan sebagai berikut. 

1. Pelaksanaan tugas Dinas lingkungan Hidup dalam menanggulangi limbah 

cair tahu yang berada di Parit duabelas Desa air tawar ini belum 

sepenuhnya berjalan secara efektif, yang mana sesuai dengan Undang-

undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan pengelolaan 

Lingkungan hidup Khususnya pada Pasal 63 ayat (13) huruf o dalam 

dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pemerintah 

kabupaten /kotaDilihat masih kurangnya tindakan dari Dinas Lingkungan 

Hidup dan kebersihan untuk untuk  bertugas dan berwenang menerbitkan 

izin lingkungan pada tingkat kabupaten/kota. Dilihat masih kurang 

efektifnya Pasal o ini 

2. Kendala-kendala yang dihadapi dalam Pelaksanaan tugas Dinas 

lingkungan Hidup dalam menanggulangi limbah cair tahu yang berada di 

Parit duabelas Desa air tawar ini adalah berupa: 

a. Jarak tempuh yang jauh 

b. Kurangnya tenaga ahli 

c. Jarang diadakan pelatihan untuk bidang pengendalian pencemaran 

lingkungan hidup 

d. Fasilitas perjalanan 
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Dan upaya penananggulangan atau solusi yang ditempuh guna mengatasi 

kendala kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas tersebut adalah 

dengan cara: 

a. Diadakan pelatihan untuk bidang pengendalian pencemaran 

lingkungan hidup 

b. Diadakan fasilitas perjalanan 

c. Lebih sering lagi diadakan pelatihan 

 

B. Saran  

Akhir dari skipsi ini, maka penulis memberikan saran, diantaranya 

sebagai berikut: 

1. Untuk terus lestarinya lingkungan hidup agar tidak tercemar oleh limbah, 

diharapkan upaya terus menerus dari pemerintah dalam melakukan 

penanggulangan limbah agar lingkungan tetap terjaga. 

2. Untuk pemilik pabrik agar dapat bekerjasama dengan pemerintah, tidak 

hanya bekerjasama disaat pemerintah yaitu Dinas Lingkungan Hidup turun 

untuk meninjau, tetapi juga bekerja sama setiap saat, seperti tidak 

membuang limbah sembarangan dan mempunyai tempat pembuangan 

limbah khusus agar tidak merusak kelestarian lingkungn hidup. Dan untuk 

masyarakat sekitar limbah agar dapat bekerjasama, untuk saling 

mengigatkan bahwasanya pembungan limbah secara langsung kesungai itu 

tidak baik, tidak hanya itu tetapi jika bisa dibersikan juga tempat 

pembungan limbah tersebut, agar air sungan menjadi bersih kembali. 
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Indonesia, Undang Undang Nomor 23 Tahun 1997, Penjelasan Undang 

Undang Pengelolaan Lingkungan Hidup No.23/1997, tentang 

pengelolaan lingkungan hidup. 

Indonesia,Undang undang  No 32 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5059, tentang perlindungan dan 

pengelolaan lingkungan. 

Indonesia, Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 47 Tahun 2016, lembar 

Negara, Naskah Sesuai Lembar Negara Reppubik Indonesia, Tentang 

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja 

Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir. 

 

D. Internet 

Evi Fitriyani Aulia, “Kekuasaan dan Kewenangan”, artikel dari 

https://www.kompasiana.com/epooy19/kekuasaan-dan-kewenangan 

Diakses pada 03 Desember 2021. 

Jongloabang, “UU 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan 

PengelolaanLingkunganHidup”,artikeldarihttps://www.jogloabang.co



 

 

m/pustaka/u-32-2009-perlindungan-pengelolaan-lingkungan-hidup , 

diaksespada tanggal 25 Maret 2022. 

Legalku, “Pengertian izin usaha”, Artikel dari 

https://www.legalku.com/knowlendge-/pengertian-izin-usaha/, diakses 

pada 02 Desember 2021. 

Liputan6.com, “Macam Macam Norma di Masyarakat Yang Wajib Kamu 

Ketahui”, artikel dari https://m.liputan6.com/citizen6/read/ 3869196/ 

macam-macam-norma-di-masyarakat-yang-wajib-kamu-tahu Diakses 

pada 24 Oktober 2021. 

Mardatila Ani, “5 Jenis Limbah Berdasarkan Sifatnya,s serta dampaknya jika 

dibuang Sembarangan”, artikel dari https://www.merdeka. 

com/sumut/5-jenis-limbah-berdasarkan sifatnyasertadampaknya-jika-

dibuang-sembarangan-kln.html. Diakses pada 04 Oktober 2021. 

Probolinggo “Tugas Pokok dan Fungsi” artikel dari 

http://dlh.probolinggokab.go.id/Tugas-pokok-dan-fungsi, diakses pada 

30 september 2021. 

Raka Fahreza Widyananda, “4 Macam Norma dan Sanksinya dalam 

Kehidupan Bermasyarakat,Wajib Diketahui”, artikel dari 

http://m.merdeka.com/jatim/4-macam-norma-dan-sanksinya-dalam-

kehidupan-bermasyarakat-wajib-diketahui-kln.html?page=4 Diakses 

pada 24 Oktober 2021. 

Soni Pugus, “Teori Kewenangan”, artikel dari https://sonny 

tobelo.blongspor.com/2011/01/teori-kewenangan.html, diakses pada 

03 Desember 2021. 

E. Hasil Wawancara Pribadi 

Asnidar, tanggal 10 Januari 2022, di Dinas Lingkungan Hidup dan 

Kebersihan Kabupaten Indragiri Hilir. 

Illyanto, tanggal 03 Januari 2022, wawancara pribadi, di Dinas Lingkungan 

Hidup dan Kebersihan Kabupaten Indragri Hilir. 

Rahmat, tanggal 10 Januari 2022, waancara pribadi, di Dinas Lingkungan 

Hidup dan Kebersihan kabupaten Indragiri Hilir. 

Sarwoto, tanggal 10 Januari 2022, wawancara pribadi, di Dinas Lingkungan 

Hidup dan Kebersihan Kabupaten Indragiri Hilir. 

Sutarjo, tanggal 29 Desember 2021, wawancra pribadi, di Pabrik Tahu rindi 

parit duabelas kecamatan kateman kabupaten Indragiri Hilir.

http://m.merdeka.com/jatim/4-macam-norma-dan-sanksinya-dalam-kehidupan-bermasyarakat-wajib-diketahui-kln.html?page=4
http://m.merdeka.com/jatim/4-macam-norma-dan-sanksinya-dalam-kehidupan-bermasyarakat-wajib-diketahui-kln.html?page=4
https://sonny/
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